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ABSTRAK

Berdasarkan "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Muh.
lksan Nur Khalish menghadapi tanggung jawab pidana karena
memanipulasi algoritma di Platform TIKTOK (04020220376). Ketua
kelompok adalah Bapak Mursyid, sedangkan Bapak Aan Aswari menjabat
sebagai ketua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keadaan hukum pidana di
Indonesia saat ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri manipulasi
algoritma yang dapat merupakan tindak pidana dan sifat kesalahan pidana
atas manipulasi tersebut di platform TIKTOK.

Tinjauan pustaka yang menekankan pada supremasi hukum sebagai
seperangkat norma untuk mengkonseptualisasikan dan menjawab
pertanyaan hukum merupakan metodologi penelitian normatif yang
digunakan dalam penelitian ini.

Investigasi ini mengungkap banyak elemen yang terkait dengan sistem
elektronik, seperti kerusakan, penggunaan yang curang, modifikasi
algoritma yang disengaja, produksi informasi elektronik yang salah, dan
gangguan pada logika pengoperasian sistem. Pengaturan Kkegiatan
tersebut masih bersifat tidak langsung dan terfragmentasi, meskipun KUHP
baru dan UU ITE, PP 71 tahun 2019, memiliki ketentuan yang dapat
dimanfaatkan untuk memahami tindak pidana yang melibatkan sistem
komputer, penipuan, dan aktivitas penipuan. Selain itu, studi tersebut
menyatakan bahwa meskipun perusahaan dan individu dapat menghadapi
tuntutan pidana karena merusak algoritme TikTok, individu lebih cenderung
menghadapi pertanggungjawaban karena keyakinan bahwa ruang digital
dianalogikan dengan ruang konvensional, dengan satu-satunya perbedaan
adalah dimensi undang-undang. Masalah pertanggungjawaban pidana,
oleh karena itu, berpusat pada pelaku dalam konteks online. Akan ada
dampak bagi mereka yang terlibat dalam perilaku manipulatif.

Undang-undang baru diperlukan untuk meliberalisasi hukuman atas
kejahatan teknis dan untuk meningkatkan regulasi secara normatif, menurut
temuan penelitian. Hal ini akan membantu menjaga kepentingan hukum
masyarakat di ranah digital."

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Manipulasi Algoritma,
Platform Tiktok, Hukum Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Cara masyarakat umum mengekspresikan diri, menjalin
hubungan, dan berbisnis telah berubah secara dramatis dalam
beberapa tahun terakhir, terutama di internet. Pertumbuhan internet dan
media sosial yang secepat kilat bisa menjadi penyebab perubahan ini.
Namun demikian, kemajuannya tidak hanya menguntungkan
masyarakat luas, tetapi juga telah digunakan oleh orang lain untuk
menetapkan prosedur yang sesuai untuk domain digital terkait kejahatan
dunia maya.

Sebuah fenomena baru yang disebut "kejahatan dunia maya"
telah berkembang di dunia kontemporer karena pesatnya pertumbuhan
teknologi informasi. Menurut sumber yang berbeda, kategori kejahatan
yang muncul ini harus didefinisikan dalam beberapa cara: sebagai
pelanggaran di ruang siber atau ruang virtual;, sebagai aspek baru dari
kejahatan berteknologi tinggi; sebagai aspek kejahatan transnasional;
dan sebagai aspek kejahatan klasik.! Tindak pidana di ruang ini memiliki
tantangan tersendiri dalam penegakannya, karena memerlukan
kepastian, antara lain barang bukti tindak pidana, lokasi tindak pidana,

dan identitas korban tindak pidana. Sebaliknya, dalam Kejahatan

I "Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia, ed.
Gideon Soerja, edisi 1. Malang: Media Nusa Creative, him. 2-3."
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Berbasis Komputer, semua elemen ini bersifat virtual dan tidak dibatasi
oleh waktu atau tempat.? Fenomena tersebut dijumpai diberbagai
platform digital yang memiliki pengaruh besar dalam aktivitas sosial di
dunia maya, salah satu platformnya adalah TikTok, platform media sosial
ini telah menjadi wadah utama untuk interaksi sosial, hiburan, dan
distribusi konten kreatif. Platform TikTok memanfaatkan algoritma
sebagai instrument yang dirancang untuk mengoptimalkan rekomendasi
konten berdasarkan preferensi pengguna melalui mekanisme machine
learning dan data driven analytics, memainkan peran sentral dalam
menentukan visibilitas dan viralitas konten.

Namun, dalam pemanfaatan algoritma tidak selamanya
digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada, seringkali instrument
algoritma ini dieksploitasi untuk melakukan sesuatu yang memberikan
keuntungan bagi oknum yang mengeksploitasinya dengan efek
merugikan orang lain sebagai pengguna atau dengan kata lain tindakan
sengaja mengakali sistem rekomendasi atau distribusi konten agar
suatu konten, akun, atau produk memperoleh visibilitas dan popularitas
yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini antara lain
dilakukan melalui pembelian pengikut dan tanda suka palsu,
penggunaan bot untuk meningkatkan jumlah tayangan, pembuatan
ulasan fiktif, serta click fraud terhadap iklan pesaing. Hal ini membuat

algoritmik telah muncul sebagai ancaman signifikan terhadap integritas

2Ibid., him.4.
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ekosistem digital. Praktik ini tidak hanya mengganggu ekuitas kompetitif
antar pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial,
ekonomi, dan psikologis, termasuk penyebaran misinformasi,
eksploitasi data pribadi, dan distorsi pasar konten.

Fenomena tersebut menyebabkan berbagai ketimpangan di
berbagai penjuru norma-norma kehidupan yang mengakibatkan
tercederainya aspek yang dewasa ini menjadi ruang aktivitas
masyarakat. Sejalan dengan fenomena yang terjadi dimana suatu
perbuatan yang mengarah pada menghasilkan sesuatu dengan cara
yang tidak benar dan efeknya merugikan orang lain, perbuatan tersebut
memiliki relevansi dengan peringatan dari norma agama melalui Firman
Allah SWT yang dijelaskan dalam

QS. An-Nisa {4}: 29

55 5 9 il 26 0320136 138 5 g2

B2 e qE ok S Fe- B oriRER a3 . Tele L geE o G-
() Wia) 58 SRl G 2804l 131568 W 5 38is a6 (e 318

Terjemahan:
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu."

Demikianlah dijelaskan melalui Firman Allah SWT yang menjadi

peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan

Z'l—.l turnltln Page 9 of 23 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3488421306



z"-.l turnltln Page 10 of 23 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3488421306

kerugian pada orang lain untuk menguntungkan diri sendiri yang
disimpulkan telah melanggar berbagai norma kehidupan yang ada
utamanya norma agama.

Fenomena manipulasi algoritma di Indonesia telah muncul
dalam berbagai sektor, terutama dalam ekosistem platform digital dan
media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Gadjah
Mada, manipulasi algoritma pada platform perdagangan sosial dapat
menimbulkan prasangka dan penyalahgunaan posisi yang
mendominasi di dunia usaha. Sejumlah platform e-commerce,
termasuk yang memberikan preferensi kepada mitra logistik tertentu,
ditemukan memiliki klaim "monopoli algoritme”, yang konsisten dengan
apa yang ditemukan KPPU. Karena keadaan ini, jelas bahwa algoritme
sering digunakan secara sengaja oleh bisnis untuk merugikan pesaing
mereka secara tidak adil .3

Dalam konteks sosial-politik, algoritma juga digunakan untuk
mengatur persebaran informasi secara selektif dan masif, yang
berpotensi membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan
kelompok tertentu. Praktik ini mengancam integritas demokrasi digital
karena dapat menyesatkan persepsi masyarakat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti risiko dari

kurangnya transparansi algoritma di sektor keuangan, yang dapat

SSulistyarini. Manipulasi Algoritma Oleh Platform Bisnis Social-Commerce di Era
Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Tesis,
Universitas Gadjah Mada, 2025.
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menimbulkan bias, ketidakadilan, dan penyalahgunaan data pribadi.
Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa meskipun UU ITE telah
mengatur aspek keamanan sistem elektronik, regulasi yang ada masih
belum mampu mengantisipasi kompleksitas risiko dan kejahatan
manipulasi algoritma dalam praktik digital modern.*

Penyalahgunaan sistem komputer memiliki konsekuensi yang
luas bagi keadilan digital, sehingga Undang-undang tersebut menjamin
pemeriksaan dalam kerangka hukum pidana. Ada aspek hukum normatif
untuk ini juga, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik menjadi kerangka peraturan utama di
Indonesia untuk kejahatan dunia maya dan transaksi elektronik.
Undang-undang ini sering digunakan ketika menghadapi situasi seperti
ini. Pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan
Undang-Undang ITE, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, atas
pelanggaran seperti akses yang tidak sah, perusakan distribusi
informasi, atau perusakan sistem informasi.> Dimana hanya lebih fokus
pada kejahatan konvensional seperti hacking (Pasal 30), penipuan
elektronik (Pasal 35), atau penyebaran hoaks (Pasal 28). Namun, belum

mengakomodir modus kejahatan digital baru yang disebut dengan

4“Muhamad Ibrahim. “Jurus OJK Mengatasi Bias Algoritma yang Jadi Penghalang
Akses Pembiayaan.” Infobanknews, 17 Oktober 2025. https://share.google/QhQEHe
WtDLrHROJAt

5Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. LN 2024 (1), TLN (6905): 21 him.; jdih.setneg.go.id
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manipulasi algoritma dan terjadi pada platform digital. Contohnya,
manipulasi algoritma pada platform TikTok yang kerap dilakukan dengan
praktik seperti, influencer yang membeli puluhan ribu pengikut dan like
palsu untuk meningkatkan viralitas dengan cara yang tidak benar, toko
daring yang membayar pihak tertentu untuk memberikan ulasan bintang
lima, atau konten kreator yang menggunakan bot agar videonya lebih
sering direkomendasikan.

Hal ini menciptakan celah regulasi, di mana praktik manipulasi
algoritma yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk cyber manipulation
atau algorithmic fraud belum sepenuhnya diakomodasi, sehingga
menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan penentuan
tanggung jawab pidana.

Beberapa aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.
71 tahun 2019 tentang penggunaan sistem dan transaksi elektronik
telah diabaikan, selain tidak mematuhi peraturan perundang-undangan
yang ada yang mengatur tentang tindak pidana daring. Sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1), UMK diwajibkan oleh peraturan ini
untuk menyusun sistem elektroniknya secara andal, aman, dan
bertanggung jawab. Selain itu, mereka harus menjamin keabsahan dan
keutuhan informasi elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 4
huruf A dan b. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat

(1), mereka bertanggung jawab penuh atas berfungsinya sistem.®

6 "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik. LN.2019/NO.185, TLN NO.6400, JDIH.SETNEG.GO.ID : 57
HLM."
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Peraturan tersebut berlaku untuk platform TikTok karena adanya
algoritma rekomendasi dan penyebaran konten yang keduanya
merupakan sistem elektronik. Oleh karena itu, jika algoritme
dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna, mengubah distribusi
konten untuk kepentingan pihak tertentu, atau melanggar tanggung
jawab PSE untuk mengelola sistem elektronik secara bertanggung
jawab, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar
hukum berdasarkan Undang-Undang ITE.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum, absennya ketentuan
spesifik dalam UU ITE mengakibatkan ketidakpastian yuridis, di mana
penuntutan sering kali bergantung pada interpretasi analogi terhadap
pasal-pasal terkait, seperti akses tanpa hak atau penyebaran informasi
yang menimbulkan kerugian. Akibatnya, fenomena ini tidak hanya
mengancam kepercayaan pengguna terhadap platform digital tetapi
juga menuntut reformasi hukum untuk mengintegrasikan aspek
algoritmik ke dalam kerangka pidana, guna memastikan perlindungan
terhadap hak digital dan keseimbangan ekosistem informasi.’

Atas fenomena itulah diperlukannya sebuah pengkajian akan
praktik manipulasi algoritma pada platform TikTok yang menimbulkan
persoalan yuridis signifikan terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Karena

Safitri, Masna Nuros. Kebijakan Hukum Pidana Penyebaran Hoaks melalui Manipulasi
Algoritma Media Sosial dalam UU ITE. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.
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kegiatan tersebut dapat merusak mekanisme distribusi konten dan
menipu konsumen, belum lagi melanggar undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penipuan,
persaingan tidak sehat dalam bisnis, dan penyalahgunaan sistem
komputer.

Oleh karena itu, penelitian tentang identitas, kualifikasi, dan
tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab atas manipulasi
algoritme di TikTok, serta luasnya kewajiban hukum TikTok sebagai
penyelenggara sistem elektronik, sangat diperlukan. Untuk memastikan
penyelenggaraan platform digital yang bertanggung jawab, transparan,
dan adil di Indonesia, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada
pengembangan kebijakan yang lebih mudah beradaptasi dan
pertumbuhan teori hukum.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah pernyataan masalah untuk penelitian ini, yang
berasal dari informasi latar belakang yang diberikan:

1. Bagaimanakah karakteristik perbuatan manipulasi algoritma pada
platform tiktok yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

2. Bagaimanakah hukum pidana positif Indonesia dalam menjangkau
pertanggungjawaban pidana atas manipulasi algoritma pada
platform TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

itin Page 14 o - Integrity Submission ubmission ID trn:oid:::1: 1
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1. Untuk mengidentifikasi dan memahami fitur gangguan algoritma
yang dapat merupakan tindak pidana
2. Untuk memahami sifat tanggung jawab pidana terhadap troll di

TikTok dan cara kerjanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menyediakan kerangka teoritis untuk manipulasi
algoritma, penelitian ini harus membantu kemajuan ilmu hukum,
khususnya di bidang hukum siber dan TI. Lebih lanjut, penelitian ini
dapat menjadi dasar dalam memperjelas batasan normatif antara
perilaku optimasi konten yang sah dan praktik manipulasi algoritma
yang bersifat curang dan menyesatkan, sehingga dapat menjadi
rujukan dalam membangun konstruksi hukum yang lebih presisi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dasar
teoretis bagi pengembangan doktrin pertanggungjawaban hukum
terhadap pelaku manipulasi algoritma maupun penyelenggara sistem
elektronik, serta mendorong integrasi prinsip keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas algoritmik dalam kerangka hukum nasional. Dengan
demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan akademik bagi
kajian lanjutan dan pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap
dinamika teknologi digital.

2. Manfaat Praktis
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada
akademisi, pakar hukum, dan masyarakat umum yang akan membantu
mereka memahami bagaimana menerapkan kaidah hukum pidana
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE) terhadap
masalah manipulasi algoritma pada platform online. Terakhir, kajian ini
memberikan pedoman hukum tentang akibat-akibat yang akan timbul
dari penerapan undang-undang tersebut dalam sistem peradilan pidana

nasional.
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